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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

PUTUSAN 

Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Kdg 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KANDANGAN 

 

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang 

Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

 PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, NIK XXX, umur 

41 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di 

XXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi 

Kalimantan Selatan, Nomor Handphone XXX 

sebagai  Penggugat; 

m e l a w a n 

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, XXX, agama Islam, 

pekerjaan Tukang Jahit, Pendidikan Sekolah 

Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan 

Selatan sebagai Tergugat; 

 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 

Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan 

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2023/PA.Kdg, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

    

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 22 

September 1998, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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15 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan; 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut sampai dengan berpisah, Penggugat 

dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di XXX, Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 13 (tiga 

belas) tahun 10 (sepuluh) bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat 

dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan 

telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: 

2.1.ANAK 1, NIK XXX, lahir di Negara, tanggal XXX, Pendidikan 

terakhir SD; 

2.2.ANAK 2, lahir di Negara, tahun 2001. Bahwa anak tersebut telah 

meninggal dunia saat berusia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; 

2.3.ANAK 3, NIK XXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal XXX, 

Pendidikan terakhir SLTP; 

2.4.ANAK 4, NIK XXX, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal XXX, 

Pendidikan terakhir SD; 

Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam 

pengasuhan Tergugat; 

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan 

harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2007 mulai tidak rukun, disebabkan 

Orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat, misalnya orang tua Tergugat sering membicarakan tentang 

Penggugat kepada orang-orang kampung perihal Penggugat yang 

mengasuh saudara Penggugat dikarenakan ibu Penggugat telah meninggal 

sedangkan ayah Penggugat telah menikah lagi dan tinggal dengan keluarga 

barunya, dan ketika Penggugat mendiskusikan hal tersebut kepada 

Tergugat, Tergugat tidak dapat memberikan jalan keluar yang baik, 

sehingga membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati; 

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat 

dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Agustus 2012 disebabkan 

Terguggat yang memarahi saudara Penggugat karena saudara Penggugat 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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terlinat perkelahian dengan temannya,  sehingga Penggugat merasa kesal 

dengan sikap Tergugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat. Kemudian Tergugat mentalak Penggugat yang disaksikan oleh 

tetangga Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat pergi 

dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut 

diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang 

lebih 11 (sebelas) tahun sampai dengan sekarang. Bahwa saat ini baik 

Penggugat maupun Tergugat sudah menikah lagi dengan pasangan 

masing-masing; 

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan 

pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk 

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat 

diwujudkan, oleh karena itu  Penggugat berkesimpulan ingin bercerai 

dengan Tergugat; 

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: 

PRIMER 

1.Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3.Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku; 

SUBSIDER 

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya. 

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di 

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai 

wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut; 

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran 

Tergugat namun Hakim Tunggal tetap mendamaikan dengan menasihati 

Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil 

dan Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan 

Tergugat; 

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang 

tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan 

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; 

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti berupa: 

A. Tertulis 

 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 15 September 

2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah 

dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya serta 

distempel pos kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.; 

B. Saksi 

Saksi 1, SAKSI 1, , yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan 

sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sehingga kenal dengan 

Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang 

menikah 15 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak; 

 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

 Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan tersebut disebabkan 

Penggugat mengasuh adik kandung Penggugat untuk ikut bersama 

Penggugat dan Tergugat yang berakibat Orang tua Tergugat tidak suka 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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dan ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat; 

 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat 

dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat 

 Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pertengkaran dan perselisihan 

tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 10 

(sepuluh) tahun lamanya; 

 Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah saling 

melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri; 

 Bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat namun tidak berhasil; 

 Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat 

bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat; 

Saksi 2, SAKSI 2, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan 

sebagai berikut: 

 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sehingga kenal dengan 

Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 

15 tahun yang lalu dan dikaruniai 4 (empat) orang anak; 

 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan 

harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

 Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan tersebut disebabkan orang tua 

Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat; 

 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat 

dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Penggugat; 

 Bahwa sepengetahuan saksi akibat dari pertengkaran dan perselisihan 

tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 10 

(sepuluh) tahun lamanya; 

 Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah saling 

melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri; 

Disclaimer
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 Bahwa keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan 

Tergugat namun tidak berhasil; 

 Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi Penggugat tetap 

pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

Bahwa, Penggugat secara lisan menyatakan kesimpulan tetap ingin 

bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan; 

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita 

acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan 

tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan 

(relaas) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata 

bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;  

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal pada setiap kali persidangan telah 

berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk rukun dengan 

Tergugat dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan lebih 

bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 

kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jis. 

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 154 R.Bg;  

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat 

dijalankan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi; 

Pokok Perkara 
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Menimbang, bahwa dalam  pemeriksaan perkara, Penggugat tetap 

pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap 

mempertahankan dalil-dalil pada surat gugatan Penggugat;  

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat, pada pokok 

gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan 

alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis karena 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Sehingga dari hal 

tersebut Penggugat menginginkan perceraian dengan Tergugat karena sudah 

tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan telah berpisah kediaman sejak 

11 (sebelas) tahun lalu hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi baik lahir 

maupun batin; 

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran Tergugat dapat 

dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh 

Penggugat, namun dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebani 

pembuktian, merujuk kepada Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 pada Pedoman Khusus Hukum 

Keluarga; 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalili-dalil gugatannya Penggugat 

mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P. yang diajukan oleh 

Penggugat telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, 

hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-undang 

Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bukti 

surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan 

dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Penggugat berkode P. adalah alat 

bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang 

berwenang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan 

Tergugat yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti 

yang sah (vide Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa benar 
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Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai 

suami isteri, dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil positum 

poin 1 gugatan Penggugat, sehingga cukup menjadi dasar bagi Penggugat 

untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan 

Agama Kandangan; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok gugatannya, 

Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak 

termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang 

diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, 

didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, 

relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang 

saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki 

agama ( ِّهَيْ كَاىَ دَالِفًا فَلْيَذْلِفْ تِالَل), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi 

syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan 

keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat 

dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 

171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.; 

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Penggugat 

menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah 

kemudian karena pertengkaran keduanya telah berpisah kediaman selama 11 

(sebelas) tahun lamanya hingga sekarang tanpa ada saling peduli lagi antara 

keduanya sebagaimana layaknya suami istri. Adapun penyebab perselisihan 

atau perpisahan antara Penggugat dan Tergugat para saksi menerangkan 

tidak mengetahuinya secara langsung. Para saksi juga menerangkan sebelum 

perkara ini diajukan ke pengadilan, para keluarga telah 

mendamaikan/mencoba untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun 

tidak berhasil; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, maka 

setelah dikonstatir yang menjadi fakta hukum dalam perkara ini adalah 

sebagai berikut: 
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 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada 

tanggal 22 September 1998; 

 Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama lebih dari 10 

(sepuluh) tahun hingga sekarang karena terjadi pertengkaran; 

 Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling 

berhubungan lagi baik lahir maupun batin; 

 Penggugat sudah pernah diupayakan oleh keluarga ataupun Hakim 

Tunggal untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 

 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata 

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu kediaman selama lebih dari 

10 (sepuluh) tahun karena telah terjadi perselisihan atau pertengkaran. 

Sehingga dari fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal dapat menyatakan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang ditandai dengan salah satu 

unsur perpecahan antara keduanya, yaitu pisah tempat tinggal (kediaman), 

dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor  237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum 

“bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup 

berpisah, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan 

bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah 

mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan”, 

kalaulah hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis 

dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak 

akan berpisah kediaman dalam waktu yang cukup lama; 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah menjadi fakta tersebut 

di atas, terlihat adanya keterkaitan erat antara fakta yang satu dengan fakta 

lainnya. Keterkaitan fakta dimaksud adalah kondisi keterpisahan kediaman 

yang jelas merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga 

keadaan berpisah tempat itu sebagai ekspresi dari perselisihan dan 
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pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Konklusi ini membuktikan 

bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan  Tergugat terjadi 

secara terus menerus hingga sekarang, hal mana mengakibatkan antara 

Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga;  

Menimbang, bahwa kaidah hukum menyebutkan “dalam hal perceraian 

tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. 

Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat 

dipertahankan atau tidak”. (vide Yurisprudensi Nomor  534 K/AG/1996 

Tanggal 18-6-1996);   

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan 

juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran 

hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi 

perubahan sikap dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat 

sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan 

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak 

sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 Tentang Perkawinan, sehingga mempertahankan perkawinan yang 

demikian tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik 

bagi kedua belah pihak;  

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah 

tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. 

Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat 

berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama mengindikasikan 

bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh 

atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga sudah tidak ada lagi 

kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya; 

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, Hakim Tunggal perlu 

mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam 
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bukunya Maday Hurriyah al-Zaujayn Fi al-Thalaq Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, 

halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal 

sebagai berikut: 

ّلد اختار الإسلام ًظام الطلاق ديي تضطزب الذياج الزّجيي ّ لن يعد يٌفع ًصائخ ّ لا صلخ 

ح لأى الإستوزار هعٌاٍ أى يذكن على أدد ّديث تصثخ الزتظح الزّج صْرج هي غيز رّ

 الزّجيي تالسجي الوؤتد ّ ُذا تأتاٍ رّح العدالح.

Artinya : “Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah 

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi 

nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), 

sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri 

dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang 

bertentangan dengan semangat keadilan”. 

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 ditemukan suatu 

kaidah hukum yang berbunyi  “bahwa bilamana antara suami istri telah 

terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan 

dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim Tunggal merukunkan kembali 

para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan 

ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 

Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis 

gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat 

dikabulkan”;  

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan dan hal-hal yang diuraikan 

sebagaimana tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dimaksud dalam 

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  9 tahun 

1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka Hakim 

Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan 

dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah 

bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da al-dukhul) dan belum 

pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu/pertama, dan 
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berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak 

yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugra;  

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata tidak pernah hadir 

di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain 

untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah 

memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan 

verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.; 

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan dalil syar’i (hadis) 

dalam Kitab Ahkām al-Qur’ān karya Abu Bakr Ahmad bin Ar-Razi al-Jasshash, 

jilid III halaman 326 yang berbunyi sebagai berikut : 

 لَ لادك لن ظا فِْ يجة فلن الوسلويي دكام هي نداك الى دعى هي

Artinya: “Barang siapa yang sudah dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di 

persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka 

dia dianggap mangkir dan gugurlah haknya”;  

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus 

karena perceraian dan pernah dukhūl, maka bagi Penggugat berlaku masa 

iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) 

Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau 

sekurang-kurangnya 90 hari; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat 

sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009; 

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini. 

Amar Putusan 

 

MENGADILI 
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 

 

Penutup 

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh Nur Izzah, S.H.I., 

M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Kandangan, putusan 

tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan 

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Lies 

Rufaida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat 

tanpa hadirnya Tergugat. 

 

 

 

 

Hakim Tunggal, 

 

 

Nur Izzah, S.H.I., M.H. 

 

Panitera Pengganti, 

 

 

Lies Rufaida, S.H. 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 
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-  Proses : Rp 75.000,00 

-  Panggilan : Rp 250.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 395.000,00 

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


